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Abstract
Thesewritings tryto discuss the international and national lawaspects in developing the
competitive power on mining technology production in Indonesia including the gaps ap
pear between the law aspect oftechnological transfer nationally and and internationally
as well. Besides- that, it discusses about the kinds of technology look like which it could
develop the competitive power ofmining technological product in Indonesia.
Pendahuluan
Industrialisasi merupakan tujuan utama
bagi negara berkembang untuk dapat
mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih
baik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
sangat berperan dalam pertumbuhan industri.
Pengembangan dasar teknologi di negara
berkembang termasuk Indonesia tergantung
pada berbagai kapasitas teknologi dan
kemampuan memperoleh teknologi dari
negara maju untuk melengkapi usaha-usaha
dan riset nasional serta pertumbuhan
teknologi yang diclptakan di dalam negeri.
Dalam waktu yang bersamaari, sebagal
negara penerima teknologi tentu akan
menerima dampak yang tidak dapat dihindari
baik dalam pola konsumsl, lingkungan
maupun nilai-nilai budaya.^
Proses pengaiihan teknologi melibatkan
kegiatan-kegiatan yang sering berhubungan
dengan identifikasi kebutuhan teknologi
^Untuk informasi lebih lanjut tentang dimensi budaya teknologi, lihat AA Mazrui." Exit from theWorld
System: Dilemmas of Cultural and Economic Disengagement." Dalam A. Gauhar. 1983.77j/rdlVor/c/Startegy
Economic and Politic Cohesion In the South. New York: Praegar. Him. 144.
122 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI 2002: 122 - 135
Sri Wartini Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi dalam Meningkatkan...
sesuai dengan kebutuhan pembangunan
sosial ekonomi negara yang bersangkutan.
Selain itu faktor lain yang tidak kalah panting
iaiah identifikasi hambatan .dalam alih
teknologi ke negara berkembang dan
kemudatian-kemudahan yang dapat diberikan
oleti negara maju pemlllk teknologi,yaitu
dalam hal penentuan persyaratan yang adil
dan raslonal balk dalam materl teknisnya
maupun dalam proses pengalltiannya kepada
negara berkemt)ang, sehlngga dapat
membantu .negara tersebut .dalam
pengembangan teknologi yang disesualkan
dengan struktur produksl negara yang
bersangkutan.
Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan
batiwa "bumi, air, dan kekayaan yang"
terkandung di dalamnya dikuasal oleh negara
dan dlpergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat". Berdasarkan ketentuan
tersebut, negara memlliki kekuasaan untuk
mengatur pemanfaatan dan peruntukan
kekayaan, dalam hal Inl mellputl pula hasll
tambang. Hasil tambang di lndonesia belumlah
memperoleh perhatlan yang optimal dari
pemerintah, sehlngga devisa yang dihasilkan
dari komoditi inl belumlah selmbang dengan
kekayaan tambang yang dlmllikl oleh Indonesia;
Untuk lebih meningkatkan dayasaingproduksl
teknologi pertambangan dl Indonesia
sangatlah diperlukan adanya alih teknologi
dan perangkat hukum yang mengaturnya.
Landasan filsafat yang mendorong periu
adanya alih teknologi darinegara maju kepada
negara berkembang dapat dilihat pada
ketentuan dalam 'Veclaration on the Progres
sive Developmentof Principlesof PublicInter
national. Law Relation to A New International
Economic Ordei^. Dalam DekiarasI tersebut,
antara lain menyebutkan bahwa setlap negara
memiliki hak untuk mendapatkan manfaat/
keuntungan dari ilmu pengetahuan dan
teknologi khususnya dari negara-negara maju
kepada negara-negara berkembang.
Perjanjian-perjanjian mengenai alih
teknologi, pada dasarnya merupakan
hubungan kontraktual semata antara pembeli
dan penjual. Perjanjian tersebut melibatkan
plhak lokal sebagal pembeli dan penerima
teknologi dan keahllan dari perusahaan aslng.
Indonesia, hingga saat 'ini belum memiliki
pe.raturan perundang-undangan tersendlri
mengenai alih teknologi. Oleh karena itu,
perjanjian-perjanjian ailh teknologi.tunduk
kepada hukum perjanjian yang berlaku pada
umumnya yaltu KUHPerdata, sedangkan
ketentuanrketentuan mengenai alih teknologi
secara tidak langsung dapat ditemukan dalam
undang-undang merek, undang-undang hak
cipta, Dan undang-undang paten.-
Perjanjian alih teknologi pertambangan
yang lazim dilakukan di Indonesia adalah
perjanjian llsensi, meialul perjanjian llsensi Ini
dimungklnkan untuk mengallhkan paten dan
bantuan teknik serta know how. Perundang-
undangan alih teknologi bagi negara yang
sedang berkembang seperti Indonesia,
memiliki artl penting khususnya dalam
membantu poslsl swasta naslonal dalam
bernegoslasi dengan negara industri. Poslsl
monopoll pemillk teknologi umumnya
dlllndungi oleh ketentuan perundang-
undangan dinegaranya. Apablla suatu negara
belum dlllndungi oleh ketentuan-ketentuan
perundang-undangan aflh teknologi, seperti
Indonesia akan terjadi ketldak seimbangan dl
dalam- meiakukan perjanjian.
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Pengertian Teknologi
Teknologi telah menyebabkan banyak
perubahan dalam peradapan manusia, dan
pada era modern sekarang ini telah menjadi
faktor penentu keberhasllan pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Dengan demikian,
pengawasan science and technology
merupakan unsur terpenting usaha
pencapalan tujuan pembangunan. Selain
sebagai faktor penentu keberhasllan ekonomi,
penggunaan teknologi yang dllakukan secara
tidak bijaksana telah menlmbulkan keruglan
secara luar biasa balk bagi alam itu sendiri
maupun bagI mahusla.
Kondlsl inl telah mendorong manusia
untuk menemukan-teknologi berwawasan
llngkungan {environmentally sound technol
ogy), selain penggunaan cara-cara dan
metode-metode pemanfaatan alam secara
lebih bijaksana.^ Penggunaan teknologi yang
berwawasan llngkungan merupakan unsur
terpenting dalam memecahkan dikotomi
antara usaha pemenuhan kebutuhan manusia
terhadap pembangunan dan usaha
perlindungan llngkungan yang selanjutnya
menjadi komponen terpenting pembentukan
strategi pembangunan berkelanjutan.
Konsep teknologi sangat luas, oleh
karena itu terbukadalam beberapa penafslran,
dari yang menitik beratkan pada aspek sosial,
ekonomi, sampai pada yang memperhatlkan
aspek llngkungan. Salahsatu konsep teknologi
diajukan oleh The World Intellectual Property
Organization (WIPO): ^
"Technology means systematicknowledge
for the manufacturer of a product, the ap
plication of process or rendering of a ser
vice, whether that knowledge be reflected
in an invention, an industrialdesign, a util
ity model, ora newplantvariety, orintech
nical Information or skills, or In the service
and assistance providedbyexperts forthe
design, installation, operation or mainte
nance of an industrial or commercial
enterprice or its activities."
Deflnisi Inl hanya menitik beratkan
kepada peranan teknologi dalam kontek
ekonomi atau Industrl, tetapi sama sekall tidak
memperhatikan peranan teknologi untuk
pemuasan "sosial-budaya" masyarakat
penerima teknologi, dan juga tidak
memperhatlkan apakah kebutuhan Inl
merupakan kebutuhan negara pemberl
teknologi atau penerima teknologi.
DImensI sosial budaya dalam konsep
teknologi dikemukakan oleh Organization for
Economic Cooperation and Development
(OECD) padatahun 1981 menyatakan bahwa,
teknologi mellputi: ^
" The use of scientific knowledge by a
given society at given moment to resolve
concreteproblems facing Its development,
drawing mainly at the means at itsdisposal,
^Deklarasi Stockholm 1972. Konsideran 1 dan 3.
^WIPO. 1987.Licensing Guide for Developing Countries. Genev:WIPO. Him. 28
^Organization for Economic Cooperation and Development. 1981. North/South Technology Tranfer
The AdjusmentAhead. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development. Him. 18.
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in accordance with its culturai and scaie
of vaiues".
Pendekatan sosial budaya ini memberlkan
konsep teknologi yang dinamis dengan
menghubungkan tahap pemb'angunan dalam
kontek budaya masyarakat di mana teknologi
itu diterapkan.® Kohsep teknologi, ini juga
menggambarkan ide "ketepatan atau
kesesuaian" teknologi untuk dialihkah.
Pengertlan Alih Teknologi
Ketergantungan negara berkembang
terhadap teknologi dari negara maju
merupakan suatu kenyataan yang tidak da'pat
diingkari. Negara berkembang sangat
membutuhkan bantuan negara maju untuk
mengadakan pengalihan teknologi. The
United Nations Conference on Trade and
Development (UNTAD) Draft Codeof Conduct
on Tranfer of Technology mendefinisikan alih
teknologi sebagai; ^
"Tranfer of systematic knowledge for the
manufacturer ofa product, forthe applica
tion ofprocess or ofthe rendering ofa ser
vice and doesn't extend to the transaction
involving a mere sale of goods".
Menurut definisi ini,' alih teknologi
merupakan pengalihan iimu pengetahuan
yang sistematis untuk pengolahan suatu
produk, penerapan suatu proses atau
pemberian bantuan teknis, namun tidak
termasuk hanya semata-mata penjualan
barang. Dari definisi tersebut peralihan
teknologi itu hanya dalam iingkup nasional
saja, sedangkan dari segi internasional alih
teknologi terjadl meiaiui transaksi antara
negarapemiiik teknologi dan negara penerima
teknologi. Menurut Blakeneysegi internasional
alih teknologi terjadl melalui transaksi antara
negara pemiiik teknologi dan negara penerima
teknologi. Menurut Blakeney dimensi
internasional ailh teknologi dapat didefinisikan-
sebagai" The introduction into a country of
technologieswhich exist elsewhere but not yet
in that country".^
Pada saat ini tujuan negara berkembang
sebagaimana tercermin dalam sebagian
besar peraturah alih teknologi adalah bukan
pemuasan, sementara kebutuhan sosial
ekonomi meiaiui kesinambungan impor
teknologi tetapi modifikasi atau kreativitas dari
kemampuan teknologi mereka sendiri.®
Masalah alih teknologi berkaltan puia dengan
pemiiihan teknologi. Teknologi yang bagai-
®Lihat J.J. Murphy. " Retrospect and..." Dalam D.L.Specerdan A. Wowoniak. 1967. The Transferof
technology toDeveloping Countries.New York: Praegar. Him. 6. Dikatakan bahwa "Technologyas a socio-
technologicalphenomena thatisbesidesinvolving materialandBflifactimprovements, technologyisconcidered
toincorporate a cultural, social, andpsychologicalprocess as well."
®D. Thomson. 1982. The UNTAD Code on Transfer of Technology. 1982JWTL. Him. 340.
^M. Blakeney. 1989. Legal Aspects of the Transfer of Technology to Development Countries.
London Oxford: ESCPublishing. Him. 135.
lihat Economic andSxiai Council (ECOSOC)." Report onthe Impact ofMultinational Corporation onthe
Development ProcessandonInternational Relations." DocumentE/5500. Juni1974. Hlm.791 '
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manakah yang diperlukan untuk kemajuan
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Kemudian, teknologi manakah yang
diperlukan dan bagaimana cara memperolehnya
dan mengembangkannya.
Adapun cara untuk memilih teknologi yang
bermanfaatbagisuatu negara menurut United
Nations Industriai Development Organization
(UNIDO), antara \a\n:^ Appropriateness of the
national infrasrtucture for supporting the
technoioghValue added and other contribu
tions that the technology will make to the
economyiCapability of the recipient of
technologyto absorb and use it; Cost of the
fec/ino/og/;Source of the technology and its
supporting portfolio (patents, trademark): Ternis
that will control the use oftechnology (i. e., terms
of the licensing agreement).
Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi
Aspek Hukum internasiona!
. Perkembangan perdagangan intemasional,
dan adanya gerakan perdagangan bebas
mengakibatkan semakin banyaknya alih
teknologi yang dilakukan antara negara maju
dan negara berkembang. Oleh karena, alih
teknologi berkaitan erat dengan hak millk
intelektual khususnya hak milik perindustrian,
maka makin terasa dibutuhkannya
periindungan terhadap hak milik intelektual
yang sifatnya tidak lag! timbal balik, tetapi sudah
bersifat antar negara.
Konvensl-konvensi intemasional yang
berkaitan dengan alih teknologi seperti Bern
Convention, TRiPs, PatentCooperation Treaty,
dan Resolusi No. 32/186 tanggal 19 Desenber
1977 oleh Sidang Umum PBB yang
membentuk International Code of conduct'on
the Transfer of Technology (iCCTT) yang
disyahkan oleh Sidang Umum PBB tahun
1980. ICCTT dapat dikatakan sebagai suatu
pengaturan alih teknologi yangterpadu,karena
sebelumnya pengaturan tentang alih teknologi
terpencar dalam berbagai perjanjian
intemasional maupun kontrak-kontrak
intemasional. Hanya saja karena ICCTT
maslh berupa Code, maka belum memiliki
kekuatan hukum yang menglkat (non legally
binding). Kemudian pada tanggal 22 Agustus
1988 UNCTAD telah mengesahkan "SefPrin
ciples and Rules for the Control of Restricted
Business Practices
Dalam praktek alih teknologi dilakukan
melalui perjanjian intemasional atau kontrak
intemasional.Perjanjian merupakan hukum
bagi pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian. Hasil perjanjian diperoleh melalui
suatu negosiasi, di mana masing-masing
pihak mempunyai kekuatan. Oleh karenanya
hukum perjanjian harus dipahami oleh para
pihak yang mengadakan alih teknologi.
1. Perjanjian Bilateral
Perjanjian Bilateral dalam bidang alih
teknologi pada umumnya' berupa perjanjian
^UNIDO. "Development andTransfer ofTechnology Series No. 12." Guidelines forEvaluation ofTransfer
of Technology Agreement.
Ari Purwadi." Kebutuhan Akan PerangkatHukum Perjanjian diBidang Alih Teknologi." Majalah Hukum
dan Pembangunan. FH Ul. 1993. Him. 140.
126 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNi 2002:122 - 135
Sri Wartini. Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi dalam Meningkatkan...
kerjasama teknis antara dua negara. Dalam
perjanjian tersebutdirumuskan kesediaan atau
kesanggupan salah satu pihak untuk
membantu pihak lalnnya dalam bidang.yang
menyangkut masalah teknis, ataupun
kerjasama antar dua negara dalam bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perjanjian Bilateral in! pada hakikatnya
telah mencerminkan kedudukan para pihak.
Di mana satu pihak berperan sebagai pemllik
atau pemberi teknologi dan dilain pihak
sebagai penerima teknologi. Misal
persetujuan antar Republlk Indonesia dengan
Perancis tentang kerjasama riset dan ilmiah
pengembangari teknologi (Keppres No. 40
tahun 1979).
2. Kontrak antara Perusahaan
Pada umumnya alih teknologi ditempuh
melalui jalur penanaman modal asing.
Masalah penanaman modal asing diatur oleh
negara yang bersangkutan, sehingga
pengaturannya pun sepenuhnya diatur oleh
hukum nasional masing-masing negara
penerima modal asing tersebut. Akan tetapi,
mengingat penanaman modalnya adalah
perusaan transnasional, maka aspek
internasional tidak dapat dilakukan begitu saja.
Terkadang ada pula negara atau pemerintah
yang langsung mengikatkan diri dalam kontrak
atau perjanjian dengan perusahaan
transnasional dari negara lain.
Dalam perjanjian-perjanjian seperti ini,
tentunya negara/pemerintah dapat turut serta
mencampuri atau mengatur pelaksanaan
kontrak, yang biasanya dalam bentuk
memberikan arah, pedoman, petunjuk yang
harus diikuti para pihak. Saluran lain yangjuga
seringditempuhadalah kontrak iisensi, kontrak
karya, kontrak kerjasama, dan Iain-lain jenis
kontrak anatara perusahaan transnasional
dengan perusahaan nasional.
Dalam kontrak-kontrak seperti ini yang
tampak lebih merupakan urusan dan
kepentingan. pihak-pihak yang bersangkutan.
Peranan negara dalam mencampuri dan
mengaturnya tidaklah begitu besar. Kontrak-
kontrak tersebut di atas, merupakan hukum
positif yang berlaku di dalam negara yang
bersangkutan setidak-tidaknya bagi para
pihak. Walaupun sifatnya internasional akan
tetapi pelaksanaannya dilakukan dalam suatu
wilayah negara, maka tentu akan menimbulkan
implikasi hukum bagi negara yang
bersangkutan.
Aspek Hukum Nasional Alih Teknologi
Selaindiaturoleh peraturan internasional,
alih teknologi juga diatur dalam hukum
nasional suatu negara terrhasuk Indonesia.
Semua peraturan yang bermaksud mengatur
proses pembangunan ekonomi nasional akan
mempunyai pengaruh terhadap proses alih
teknologi. Mulai dari penyusunan Garis Besar
Haluan Negara dan pembangunan' Lima
Tahun sampai-dengan peraturan perundang-
undangan tentang kehidupan ekonomi,
seperti peraturan devisa, peraturan fiskal,
peraturan perbankan dan pengaturan sektor-
sektor ekonomi, dan bidang-bidang Industri
tertentu."
"Sumantoro. 1989. Pengaturan Teknologi dalam Ruang LIngkup Pengaturan HukumEkonomi.
Jakarta: Ul Press. Him. 48.
127-
Peraturan perundang-undangan yang
mengatur alih teknologi. selain yang
dicantumkan dalam Undang Undang No. 1
Tahun 1967tentang Penanaman Modal Asing,
secara tidak langsung dapat ditemukan dalam
segala Undang-undang yang berkaitan
dengan hak milik perindustrian, seperti
Undang Undang .No. 14 Tahun 2001 Tentang
Paten, Undang .Undang, No. 15 Tahun 2001
tentang Merek,Undang Undang No. 12 Tahun
1997 tentang Hak Cipta dan Undang Undang
No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian serta
Undang Undang No. 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
Aspek-Aspek Hukum Alih Teknologi
dalam Menjngkatkan Daya Saing
Produksi Teknologi Pertambangan
dl Indonesia Produksi Teknologi
Pertambangan
Kegiatan pertambangan sering
menimbuikan kerusakan lingkungan yang
cukup parah, oleh karena itu perlu diadakan
peraturan yang bersifat komprehensif untuk
menangani masalah pertambangan, selain
diperlukan juga teknologi pertambangan yang
memenuhi standar internasional seperti ISO
9000 untuk standar mutu dan IS014000 untuk
standar lingkungan. .Kegiatan pertambangan
di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.
11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan.
Teknologi pertambangan merupakan
suatu unsur yang penting dalam meningkatkan
produksi pertambangan di Indonesia,
mengingat Indonesia merupakan suatu
negarayang cukup banyak memiliki kekayaan
alam yang berujud tambang. Berbagai macam
tambang yang berada di wilayah Indonesia
membutuhkan suatu penanganan yang serius
untuk dapatdimanfaatkan secara optimal demi,
kemakmuran rakyat. Kalau dalam
kenyataannya, Indonesia ternyata belum
mampu untuk mengoptimalkan pemanfaatan
tambang yang dimilikinya, salah satu
penyebabnya adalah masih, kurangnya
teknologi pertambangan-yang dimilikinya dan
juga karena peraturan-peraturan perundang-
undangan yang ada belum menunjang
pengembangan teknologi pertambangan di
Indonesia.
Dengan masuknya Indonesia-sebagai
anggota WTO, hal ini membawa konsekuensi
bahwa Indonesia harus mentaati aturan main
yang adadi WTQ.^^ Dengan adanya liberalisasi
perdagangan ini,mehgakibatkan setiap
negara untuk berjuang memperoleh pangsa
pasar'di masyarakat internasional, maka In
donesia harus memiliki keunggulan
komparatif maupun keunggulan kompetitif
dalarri perdagangan balk di bidang barang
maupun di bidang jasa.
Pembentukan dan pengembangan aturan
hukum di bidang teknologi pertambangan
sangat diperlukan, karena adanya suatu
kepastian hukum dan peraturan yang
memberikan kernudahan masuknya modal
asing akan dapat menarik masuknya investasi
ke Indonesia. Investasi ini sangat dibutuhkan
oleh Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi
pada khususnya dan mencapai tujuan
pembangunan pada umumnya, apalagi untuk
keadaan Indonesia yang sekarang ini sedang
"H.S. Kartadjoemena. 1997. GATTWTO dan Hasil Uruguay Round. Jakarta: UI-PRESS. Hlm.14-15.
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mengalami krisis di berbagai bidang yang tak
kunjung selesai.
Bentuk-bentuk Perjanjian Alih
Teknologi Pertambangan
Perjanjian alih teknologi di bidang
pertambangan khususnya mengenai teknologi
pertambangan dapat dilakukan dengan cara
yang bermacam-macam, namun dalam di sini
hanyaakan dibatasi pada perjanjian-perjanjian
internasional yang memberikan manfaat yang
cukup.besar dalam meningkatkan daya saing
produksi teknologi pertambangan di Indone
sia. Peijanjian Lisensi Paten merupakan salah
satu cara pengalihan teknologi pertambangan
1. Perjanjian Lisensi Paten -
Perjanjian lisensi pada umumnya
merupakan persetujuan kontraktual yang
menyangkut penggunaan berbagai macam
hak milik perindustrian (industrial property
rights) untuk dimanfaatkan lebih ianjut di
dalam kegiatan-kegiatan industri pada swasta
nasional di negara-negara yang menerima
penyerahan hak-hak milik industri tersebut.
Perjanjian lisensi sering digunakan untuk
produksi teknologi pertambangan di Indonesia.
Perjanjian lisensi yang lazim dikenal dalam
berbagai kerjasama investasi, yakni
perjanjian-perjanjian lisensi paten dan merek
dagang. Perjanjian lisensi merek dagang dan
lisensi paten umumnya dilakukan secara
bersama-sama, namun tidak jarang
menglngat pertimbangan-pertimbangan
khusus, kedua bentuk perjanjian di atas dapat
pula sating terpisah.
Dalam rangka meningkatkan daya saing
di bidang teknologi pertambangan, maka
harus dipilih suatu teknologi yang ramah
llngkungan, mengingat exploitasi yang
dilaksanakan dalam bidang pertambangan
membawa dampak yang cukup besar
terhadap llngkungan balk itu llngkungan soslal
maupun llngkungan blologl. Apalagi sekarang
ini isu llngkungan merupakan isu yang sudah
dimasukkan dalam perdagangan
internasional, sehingga produk-produk yang
tidak ramah llngkungan tidak akan dapat
memasuki pangsa pasar yang mensyaratkan
llngkungan sebagai salah satu komponennya.
Oleh karena itu, persyaratan bahwa suatu
teknologi terteritu, dalam hal in! teknologi
pertambangan harus memasukkan
persyaratan llngkungan di dalam kontrak
perjanjiannya. Sehingga suatu kontrak lisensi
harus memuat suatu jaminan bahwa teknologi
tersebut ramah llngkungan,- selain
perrsyaratan-persyaratan lain seperti harga
yang tidak terlalu tinggi, persyaratan bahwa
tenaga kerja Indonesia akan memperoleh
keahllan dari teknologi tersebut yang dapat
dilakukan melalui pelatihan balk di dalam
maupun di luar negeri.
Namun demikian, mitra usaha asing
daiam lisensi paten dan merek dagang ini,
telah mempunyai suatu pola standar yang
dapat diterapkan di berbagai negara penerima
teknologi. Hal-hal khusus yang masih perlu
dirundingkan terutama menyangkut jumlah
dan cara pembayaran royaiti yang merupakan
hak bagi pihak asing, dan data teknik serta
hai-hal lain perlu disediakan sebagai hak bagi
pihak lokal. Setiap hak yang dimiliki pihak
•asing akan menjadi kewajiban bagi pihak lokal,
dan begitu pula sebaliknya. Sehingga kalau
dalam suatu kontrak yang-sudah standar ini
belum dimasukkan unsur llngkungan; maka
perlu untuk dimasukkan. Akan tetapi ini tentu
saja akan menyulitkan bagi pihak pemberi
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lisensi karena berarti teknologinya memang
merupakan teknologi yang ramah lingkungan.
Dalam hal ini berarti membutuhkan suatu
kejelian untuk memilih teknologi yang ramah
lingkungan. Selain itu bahwa teknologi
pertambangan tersebutjuga harus memenuhi
standar mutu yaitu ISO 9000 atau jika
memungkinkan bahwa produk teknologi
tersebut harus memiliki standar lingkungan
yaitu memiliki sertifikat ISO 14000;^^
Pemberian lisensi secara eksklusif
dimaksudkan agar pihak pemberi lisensi dapat
dengan lisensinya memasarkan produk-
produk di bawah lisensi negara penerima
lisensi merupakan daerah pemasaran yang
potensiai bagi pemasaran barang-barang
produksi yang dipateiikan atau know-how.
Sebaiiknya, pemberian hak menggunakan
paten/know-how secara non eksklusif
dimaksudkan agar pihak lisensi dapat
menggunakan paten/know-how di daerah/
negara ketiga.
2. Perjanjian know-how
Bagi negara berkembang, pemilihan'cara
aiih teknologi dari negara maju harus
mempertimbangkan banyak faktor, antara lain
iaiah mengenai harga teknologi itu sendiri,
serta cara pengaiihan yang paling bermanfaat
bagi negara tersebut. /<now-/7owterletak antara
bantuan teknik dan paten. Bantuan teknik,
know-how merupakan suatu paket informasi,
namun tidak sama dengan bantuan teknik
karena beberapa informasi dariknow-how ada
yang berslfat rahasia.Tidak seperti paten,
know- /?ow tidak memiliki perlindungan hukum
seperti paten, pihak ketiga berhak untuk
mempergunakan maupun menggunakan
know-how yang tidak dipatenkan.
Periu ditegaskan bahwa "know-how"
biasanya berfungsi untuk menunjang paten,
karena di daiamnya terdapat pengetahuan,
ketrampiian dan berbagai pengalaman serta
rahasia yang menghasilkan barang-barang
yang dipatenkan dan kemudian dipasarkan
secara komersiai. Hal ini berarti bahwa
pemberian lisensi paten saja ternyata tidak
cukup tanpa disertai dengan kewajiban dari
pemilik paten untuk memberikan data-data
dan informasi teknik bagi penggunaan hak
paten daiam rangka menghasilkan produk
yangdiharapkan dan slap dipasarkan. Apalagi
untuk aiih teknologi produksi teknologi
pertambangan yang begitu rumit, tentu akan
membutuhkan know-how seiain lisensi paten.
Oieh karena itu, perjanjian lisensi paten periu
memuat pula ketentuan mengenai penyediaan
data-data dan informasi teknik
3. Perjanjian Bantuan Teknik
Bantuan teknik termasuk kiasifikasi yang
tidak dipatenkan, dia beradaantara paten dan
know-how. Pengertian technical assistance
dan technical services hanya meliputi
komponen-komponen teknis dan jasa-jasa
berada di iuarknow-how dan paten. Berkaitan
dengan itu, periu dikemukakan bahwa
informasi dan keterampiian teknik dapat
dikembangkan pihak penerima lisensi meiaiul
kegiatan riset dan pengembangan atau
penerapan teknik-teknik industri dan
perdagangan dalam . mengadakan
''Brian Rothery. 1996. Sistem Manaj'emen Lingkungan IS014000. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Him. 5.
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perusahaan patungan. '^'Perjanjian bantuan
teknik dapat dimuat dalam perjanjian, llsensi
paten atau know-how atau pelengkap bagi-
pemakaian kedua hak milik perlndustrian tadi.
Karena itu, jasa pemberian bantuan teknik-
dalam perjanjian lisensi dirumuskan dalam,
klausul technical assistence and other infor
mation and skiil"
Kerjasama bantuan teknik mengatur
tentang penyediaan know-how, instruksi-
operasional dan pemberian latihan bag!
pekerja dari penerima lisensi oleh pemberi
lisensi.''® Selain itu. perjanjian bantuan teknik
juga memuat mengenai cara perawatan
mesin dan peralatan tersebut be'rdasarkan
instruksi operasional serta pemberian training
bagi tenaga kerja.
tMilai iebih daribantuanteknik terietakpada
pengalaman pemberi bantuan teknik dalam
suatu produk tertentu secara komprehensip,
profesional, kompetitif dan merupakan satu-
satunya sumber bantuan yang dapat
menyebabkan si penerima bantuan teknis
mampu untuk memfaslliitasi produksi secara
cepat dan ekoncmis untuk memperoleh pasar
secara efektif.
Dalam perjanjian bantuan teknis si
penerima bantuan teknis membayar atas
informasi dan jasa-jasa yang sudah terdaftar
dalam perjanjia tersebut. Perjnjlan ini sangat
diperlukan dalam pengembangan dan
peningkatan daya saing produksi teknologi
pertambangan jlka dirumuskan dalam suatu
perjanjian yang fair.
4. Kontrak Menejemen
(Management Contract)
Kontrak' manajemen merupakan
perjanjian yang berkaitan dengan suatu usaha,
misalnya, dalam hal ini adalah pertambangan.
Pihak pemilik modal yang berusaha di bidang
pertambangan disebut sebagai owner,
sedangkan pihak yang memiliki kemampuan
manajerial disebut operator.
Dalam usaha pertambangan, fungsi
manajerial yang dllakukan oleh pihak operator
dapat meliputi mariajemen produksi,
manajemen tenaga kerja, termasuk perekrutan
dan pengarahan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal, pembelian dan. usaha
mendapatkan barang modal dan'bahan
mentah, pemasaran, manajemen keuangan,
termasuk perjanjian mengenai pendanaan
pinjaman.
Jenis Teknologi yang Berwawasan
LIngkungan Sebagai Pendukung
Daya Saing Produksi Teknologi
Pertambangan di Indonesia
Alih teknoiogi yang berwawasan
lingkungan. merupakan suatu keunggulan
tersehdirl, selain untuk mendukung
pembanguna'n yang berkelanjutan juga untuk
wwiPO. "Licensing Patent Methods and Arrangement for the Commercial Transfer and Acquisition of
Technology" Bureau ofWlP01990. Him. 5. *
'®Michel A. Lichter. Op.Cit Him. 7.
'®Seringkali negara penerima teknologi, karena memiliki posisl yang lemah, dan juga kurangnya informasi
tentang teknologi yang bersangkutan tidak dapat melakukan negosiasl secara seimbang.
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merebutpangsa pasardi negara yang memiliki
standar lingkungan yang tinggi. Sehingga
dalam peraturan alih teknologi misalnya dalam
kontrak-kontrak disyaratkan bahwa
teknologinya ramah lingkungan. Dalam
perjanjian alih teknologi pertambangan,
persyaratan tersebutsangatdiperlukan karena
memang sudah terbukti bahwa penggunaan
teknologi pertambangan yang tidak ramah
lingkungan. menimbulkan permasalahan
lingkungan yangcukup serius. Misalnya usaha
pertambangan yang dilakukan oleh PT. Free
Portdi Irian Jaya."
Mengapa negara-negara berkembang
seperti Indonesia membutuhkan teknologi
yang berwawasan lingkungan? Hal ini
disebabkan beberapa pertimbangan, antara
lain; Pertama-adalah alasan perlindungan
lingkungan. Teknologi pertambangn yang
berwawasan lingkungan adalah teknologi
yang sedikit limbah. Dalam teknologi jenis ini
sudah sejak awal pencegahan limbah yang
potensial pun sudah diantisipasi. Kedua, alih
teknologi yang berwawasan lingkungan,
merupakan keseluruhan sistem yang mellputi
know-how, prosedur, material, jasa, dan
peralatan-peralatan sebagaimana juga
prosedur organisasi dan cara mengelolanya.^®
Sangatlah diperlukan suatu pengaturan
yang terpadu antara peraturan alih teknologi
dan juga peraturan perlindungan lingkungan,
jadi dalam hal ini peranan pemerintah sebagai
lembaga yang berhak memberlkan ijin untuk
beroperasinya suatu usaha di bidang
pertambangan sangatlah penting. Sehingga'
perlu diadakan suatu pendekatan yang
terpadu dari berbagai pihak, balk itu daripihak
swasta maupun pemerintah sebagai penentu
kebijaksanaan dalam alih-teknologi dan
seharusnya juga berfungsi sebagai pengawas
mengenai macam teknologi apa saja yang
dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam
rangka untuk meningkatkan daya saing
produksi teknologi pertambangan.
Peranan Peraturan
Perundang-undangan dalam
Meningkatkan Daya Saing Produksi
Teknologi Pertambangan di Indonesia
Peraturan perundang-undangan
merupakan salah satu faktor penting dalam
menarik masuknya investor asing ke suatu
negara. Penanaman modal di bidang
pertambangan sangat dibutuhkan dalam
rangka untuk meningkatkan daya saing
produksi teknologi pertambangan, karena
produksi ini membutuhkan modal yang cukup
besar jika ingin bersaing di pasar Intemasional
maupun untuk pangsa pasar di dalam negeri.
Peraturan perundang-undangan di bidang
alih teknologi sangatlah dibutuhkan, karena
hal ini akan dapat dipergunakan untuk
mencegah masuknya teknologi-teknologi yang
tidak ramah lingkungan ke Indonesia. Akan
tetapi, kalau peraturannya sajatidak ada, maka
. "Proyek pertambangan tembaga yang dilakukan oleh PT Free Port ini telah menimbulkan pencemaran
lingkungan yang cukup parah, sehingga menimbulkan protes dari masyarakat, bahkan masyarakat menuntut
supayausahapertambangan tersebut ditutup.
'®UNCED." Environmentally Sound Technology: Chapter 34ofAgenda 21." 22/4EPL1992. Him. 94.
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akan bebas teknologi itu masuk ke Indonesia
tanpa ada yang dapat mencegahnya.
Peraturan peruridang-undangan yang secara
tidak langsung berkaitan dengan alih
teknologi, antara lain iaiah perundang-
undangan di bidang HAKI (Hak Atas Kekayaan
Intelektual), hal itu sebagai konsekuensi
keikutsertaan Indonesia dalam World Trade
Organization (WTO).'^ Tindakan yang
dilakukan oieh pemerintah Indonesia untuk
memberikan perlindungan standar di bidang
HAKI yaitu dengan jalan merevisi undang-
undang di bidang HAKI melalui Undang No.
..Tahun 2001 Tentang Hak Cipta yang ketika
tulisan ini dibuat belum selesai.
Kaltannya dengan peningkatan daya
saing produksi pertambangan iaIah dengan
adanya peraturan perundang-undangan
tersebut akan memberikan perlindungan
hukum bagi penemu teknologi baru di bidang
pertambangan, balk itu dilakukan melalui
modlfikasi lisensi paten teknologi pertambangan
maupun melalui peneiitlan dan pengembangan
{research and development). Dengan adanya
perlindungan hukum yang pasti ini akan
mendorong perkembangan di bidang
penemuan teknologi baru, selain juga
dibutuhkan ikiim yang kond.usif untuk
penemuan teknologi baru di bidang produksi
teknologi pertambangan.
Perundang-undangan di bidang HAKI
perlu memperoleh dukungan dari perundang-
undangan lain, jika menghendaki teknologi ini
tidak merusak lingkungan. Dalam rangka
pelaksanaan alih teknologi dalam bidang
teknologi. pertambangan yang berwawasan
lingkungan harus dikaitkan juga dengan
Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan lingkungan Hidup dan Juga
Peraturan Pemerintah tentang Baku Mutu,*
maupun ketentuan tentang AMDAL. Hal
tersebut sangat penting dilakukan untuk
mencegah masuknya teknologi
pertambangan yang tidak berwawasan
lingkungan.
Selain memperhatikan berlakunya
Undang-undang tersebut di atas, maka sudah
tiba masanya Indonesia mempunyai Undang-
undang alih teknologi tersendiri yang
merupakan transformasi dari International
Code ofConduct on The Transfer ofTechnology
(ICCTT) yang berfungsi sebagai pedoman
dasar dalam alih teknologi internasional.
Undang-undang alih teknologi tersebut
hendaknya dapat pula berfungsi sebagai alat
pemersatu dan koordinator terhadap
perundang-undangan yang mempunyai aspek
hukum alih teknologinya. Hal ini perlu guna
menjamin keselarasan dalam pelaksanaan,
sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan
alih teknologi tersebut.
Simpulan
Aspek-aspek hukum yang dapat
meningkatkan daya saing produksi teknologi
pertambangan di Indonesia ialah aspek
hukum internasional yang berupa perjanjian-
perjanjian internasional maupun Code of
Conduct, sedangkan Aspek Hukum Nasional
. '®Achmad M. Ramll. 2000. H.A.K..I, Teori DasarPerlindungan Rahasia Dagang.Bandung: Mandar
Maju.HIm. 6.
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Berupa peraturan perundang-undangan di
Bidang HAK.I, baku mutu, lingkungan maupun
peraturan-peraturan terkait lainnya.
Untuk dapat mencapai tujuan alih
teknologi sebagaimana yang tercantum
dalam kebijakan nasional, maka perlu
diadakan suatu pengawasan terhadap jenis
teknologi yang masuk k'e Indonesia.
Perjanjian-perjanjian alih teknologi yang
dilakukan balkoleh pihak pemerintah maupun
swasta nasional harus dibuat secara terperinci
mengenai hak dan kewajiban para pihak
secara adil dan rasional, sehingga tidak terjadi
perjanjian yang tidak fair.
Sangat diperlukan adanya Undang-
undang yang khusus mengatur alih teknologi
yang didasarkan kepada konvensi-konvensi
internasional yang berkaitan dengan alih
teknologi maupun Intemational Code of Con
duct on the Transfer of Technology (iCCTT),
sehingga terjadi harmonisasi antara peraturan
nasional dan internasional. Selain itu perlu
peningkatan keahlian di dalam pembuatan
kontrak-kontrak internasional sehingga dapat
dihindari pencantuman klausul-klausul yang
merugikan pihak Indonesia.
Peningkatan keahlian dan ketrampilan
tenaga ahli Indonesia dalam bidang teknologi
pertambangan yang sesuai dengan kebijakan
nasional sangatlah signifikan untuk
ditingkatkan^ baik melalui pelatihan maupun
pendidikan secara formal yang dilakukan di
dalam maupun di luar negeri. Sehingga dapat
meriingkatkan bargaining poweryang selama
ini lemah, yang aptara lain disebabkan
kurangnya pengetahuan maupun keahlian
yang dimiliki oleh personil-personii yang
melakukan perjanjian alih teknologi. Selain itu
juga sangatlah penting untuk memperoleh
akses informasi perkembangan teknologi
dalam masyarakat internasional, untuk
mengantisipasi supaya teknologi yang
dialihkan sebetulnya sudah menjadi public
domain bahkan sudah tidak dipakai lagi di
negeri asalnya.
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